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PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
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TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca

BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat
(4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian
Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran
2020.

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara1.

Republik Indonesia Tahun 1945;
. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang2.
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang4.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lemharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor Tana
Tidung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun
2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
Bupati adalah Bupati Tana Tidung.3.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat
Kecamatan.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

4.

5.
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak



10,

11.

12.

13.

14.

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana6.
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatandan Belania Daerah kabupaten/kota setelh dikurangi Dana AlokasiKhusus.
Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.

8.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.

9.

Kepala Desa adaiah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahdan ditetapkan secara demokratis.
Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yangmembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa serta memimpin sekretariat
Daca

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Bendahara Desa adalah unsur staf secretariat Desa yang membidangi
urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

Pasal 2

Prinsip Pengelolaan dan Penggunaan ADD meliputi:
a.

b.

D
CCMUECIVidall Uail

a.

b.

pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pengelolaan keuangan Desa;
ADD dilaksanakan dengan menggunakan asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan
dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di
Desa dan harus dapat dipertanggungiawabkan secara administrasi, teknis
dan hukum.

Pasal 3

renggunai 1 ADD beitujuai Untuk:
menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi
masyarakat Desa;
meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat
Desa dan pemberdavaan masvarakat:mere



meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
meningkatkan pengamalan nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka
mewujudkan peningkatan sosial;
meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
meningkatkan pélayanan pada masyarakat Desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
Desa;

d.

e.

g.

. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUMDesa).
meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;

1,

- Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untukk.
Te sri am mn seHAUIMaAjUali CHULIGIILL

meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa;L
.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur

m.
n.

Pemerintahan Desa;
. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha
ekonomi masyarakat perdesaan; dan

. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dalam rangka
pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan
CWARULIVULLIL dliaoy ALAKRCAL.

BAB I
PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 4

ADD bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.(1

Besaran ADD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebesar Rp. 53.753.177.800,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima
puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

(2)

Pasal 5

(1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk
diatur secara proporsional.

(2) Penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
a.pagu penghasilan tetap Kepala Desa, Aparatur Desa dan Tunjangan
Kehormatan BPD sebesar 21% (dua puluh satu persen) yaitu anggaran
yang dikhususkan untuk pembiayan gaji Kepala Desa, Aparatur Desa
dan Tunjangan Kehormatan BPD dari total pagu Tahun 2021;

b. alokasi dasar, yaitu besarnya bagian ADD yang sama yaitu sebesar 47%
(empat puluh tujuh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun
Anggaran 2021 setelah dikurangi pagu penghasilan tetap Kepala Desa,



(4)

(S)

(6)

Apartur Desa dan BPD yang dibagi jumlah keseluruhan Desa di Daerahdan selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimum; dan
c. alokasi formula, yaitu besarnya bagian ADD sebesar 32% (tiga puluhdua persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2021
yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang
dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu jumlah penduduk,
jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG Desa.

penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a)
dipergunakan untuk gaji Kepala Desa, perangkat Desa dan TunjanganKehormatan BPD.

(3)

alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dipergunakan untuk tunjangan kepala desa dan perangkat
desa,belanja operasional lainnya seperti honorarium RT, operasional
Lembaga Kemasyarakatan, Operasional Petugas lainnya, honorarium
PSM, honorarium operator prodeskel dan tunjangan Pengelolaan
Keuangan Desa.
alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dipergunakan untuk belanja lainnya yang tidak termasuk pada ayat (2)hurufa dan hurufhhuruth

Dalam hal terjadi sisa anggaran pada ayat (2) huruf a dan huruf b,
maka dapat digunakan untuk kegiatan lainnya.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Pendampingan

Pasal 6

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten,
Tim Evaluasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

anl 7Wai

(1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk
dengan Keputusan Bupati yang terdiri atas :

Bupati dan Wakil Bupati selaku Pengarah;
Sekretaris Daerah selaku Penanggiungiawab;
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua;
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku

a.

d.
Sekretaris;

e. Anggota terdiri atas :

1

2.
T Ietarat Wahiiamntan TannaiNSpeccorac UE PCL AAMAS,
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kab.Tana
Tidung;
Bagian Hukum Setda;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
Dinas Sosiai, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

4.
3.



- Sekretaris
- Kepala Bidang
- Kepala Seksi
- Staf

(2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
. melakukan evaluasi/asistensi RAPRdes;2

b. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-
prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten;
melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar
SéSuiai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkaii;
membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagaitemuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep
penyelesaian dan tindak lanjut;
mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat
lainnya daiam upaya penangguiangan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat; dan

d.

e.

f.

melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
pelaksanaan ADD.

g.

Pasal 8

(1) Tim Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk
dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri atas :

a.
b.
c.

Camat selaku Penanggungjawab;
Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku
Sekretaris;
Anggota terdiri atas :

Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Kepala Seksi Pelayanan Umum;
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Kecamatan; dan
Staf pada Kecamatan.

d.

4,
5.
6.
7.

(2) Tim Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas dan fungsi :

mclaksanakan sosialisasi ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
melakukan pembinaan ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai
atau bersumber dari ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan
pencairan ADD dari Desa di wilayah kerjanya;
Camat selaku penanggung jawab Tim Evaluasi Kecamatan membuat
Surat Kelengkapan Berkas Permohonan Penyaluran ADD kepada
BPKAD di setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf (d);
melakukan verifikasi kelengkapan dukumen kegiaian yang di ajukan
oleh kaur keuangan sebelum penarikan dana di RKD, dengan
mengeluarkan surat rekomendasi penarikan dana dari Kecamatan;

d.

e.



g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan
penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau
pihak lainnya di wilayah kerjanya;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam
setiap proses tahapan kegiatan pada Desa di wilayah kerjanya;

i, menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawa bai

ADD dari Desa di wilayah kerjanya;
j. melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan

dan dikirim kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung; dan

k. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban ADD
sebagaimana dimaksud pada huruf h dan dikirim kepada
Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Tana Tidung dengan tembusan Kepala Dinas
Sosial, Pemberdayaan Masvarakat dan Desa Kabunaten Tana Tidung,

Pasal 9

Pendamnping profesional sehagaimana dimaksud dalam Pasal 6
mendasarkan pada droping atau penempatan yang akan diberikan
oleh Pemerintah, Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah, dengan
tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Pemerintah Provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan ADD

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD
berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN ADD SETIAP DESA

Pasal 11

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD untuk Tahun Anggaran 2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Rincian ADD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. pagu penghasilan tetap Kepala Desa merupakan alokasi dana setelah

menghitung penghasilan tetap Kepala Desa, Aparatur Desa dan BPD untuk
tahun 2021;



b. alokasi dasar untuk ADD per Desa sebagaimana dimaksud dihitungberdasarkan alokasi minimal dibagi secara presentasi dengan Jumlah Desadi Daerah; dan
c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan IKG Desa.

Pasal 13

(1) Rincian besaran ADD herdasarkan alokasi yang dihiting dengan
memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah,dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) hurufc dihitung dengan bobot sebagai berikut:
a. 5% (lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
b. 5% (limapersen) untuk jumlah penduduk miskin;
c. 5% (lima persen) untuk luas wilayah Desa; dan
d. 85% (delapan puluh lima persen) untuk tingkat kesulitas geografis Desa.

(2) Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf c dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

W = [(0,5 x Z1) + (0,5 x Z2) + (0,5 x Z3) + (0,85 x Z4) + (PPTkab — ADkab)

Keterangan:
W= ADD yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah

penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa
setiap kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk terhadap total penduduk Desa.
Z2Z= rasio jumiah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk

miskin Desa.
Z3 = rasio luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa.
Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki

nm

PPTkab = pagu penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
ADkab = besaran alokasi dasar untuk dikalikan jumlah Desa dalam

kabupaten
Pasal 14

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.



BAB V
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ADD

Pasal 15
Penyaluran ADD Berdasarkan Tahapan

(1) Penyluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RekeningKas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
(2) Proses penyaluran ADD setiap desa tidak lagi menggunakan mekanisme

Tahapan, tetapi penyaluran ANN dilakukan dengan memnpertimhangkan
proses transfer dan Perimbangan dari Pusat pada Kas Pemerintah
Daerah

(3) Penyaluran ADD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati1 4° . =b. Lapurau penggunaan ADD tahuu anggaran sebeluumya

(4) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b_ kepada
Bupati paling lambat minggu kedua bulan april

B .Penyaluran ADD anggaran berikutnya dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan laporan Realisasi penggunaan anggaran sebelumnya di
tahun berjalan;

(6) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam
APBDesa.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

asal 16Ps

Penggunaan ADD diprioritaskan dalam rangka mendanai penyelenggaraan
kewenangan Desa yang meliputi:
a. penyélenggaraan Pemeriniahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

(1

e. belanja tak terduga.

(2) Pagu Anggaran ADD berdasarkan diberikan dalam rangka:
a.pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan §infrastruktur
lingkungan Desa;

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana
kesehatan;

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana
pendidikan dan kebudayaan;



(3)

d.pengembangan usaha_ ekonomi produktif serta pembangunanpemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi; dan
e. pelestarian lingkungan hidup.

dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi :
tambatan perahu;
jalan pemukiman;

Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa sesuai
am

Da tint den eer ner hhjaan weESa antar ppemukiman AU wilay i perttanian;
pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
lingkungan pemukiman masyarakat Desa; dan/atau

m
oO

m
M
0

infrastruktur lingkungan Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

(4) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb sesuai

(5)

(6)

dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi:
a. air bersih berskala Desa;
b. sanitasi lingkungan;
c. pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk pos pelayanan terpadu atau
bentuk lainnya;

d. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting); dan
e. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai
dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi :

a. taman bacaan masyarakat;
b. pendidikan anak usia dini;
c. balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat;
d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
e. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi
Desa.

Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi

pasar Desa;
pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
penguatan permodalan BUM Desa;
pembibitan tanaman pangan;
penggilingan padi;
lumbung Desa;
pembukaan lahan pertanian;

p

pengelolaan usaha hutan Desa;
kolam ikan dan pembenihan ikan;
kapal penangkap ikan;

a.

b.

i.

j.



gudang pendingin (cold storage);
tempat pelelangan ikan;

. tambak garam;
kandang ternak;
instalasi biogas;
mesin pakan ternak; dan

O
o
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sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sesuai
dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi:

(7)

a. penghijauan;
pembuatan terasering;
pemeliharaan hutan bakau;
pengembangan dan pemeliharaan ekowisata Desa;
perlindungan mata air;
pembersihan daerah aliran sungai;
perlindungan terumbu karang; dan

po
m

>
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o

e.

kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(1)

(2)

(3)

Pasal 18

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahanoleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan
bukti dimaksud.

Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkanRnd dae Neh _ a Ir
menjadi peraturan Desa.
Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4)



BAB VII
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI

PENGGUNAAN ADD

Pasal 19

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan
laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II dan laporanrealisasi penggunaan AUD ‘'ahunan kepada Bupatl.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran

beijalan;
b. semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran

berikutnya; dan
c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu

keempat bulan Januari tahun anggaran herikntnya,

BAB VUI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

(1) Kepala Desa yang tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi
penggunaan semester sebelumnya kepada Bupati dapat dikenakan sanksi
administratit berupa penundaan penyaiuran ADD.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan
disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun
anggaran sebelumnya.

19) len wind AV eek ee a

Lm
mane(9) Kegiatai aapac aiperianggungjawacKcan secara

administrasi, teknis, dan hukum.

BAB IX
KEIENI UUAN HENUTUH

Pasal 21
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana
Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor
46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian alokasi Dana Desa Setiap Desa, dan
perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang



Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian alokasi Dana Desa Setiap Desa (BeritaDaerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ins Aanann manamnntanniula Aalam Rarita Naaraoh Wonhiinntan TannaiwApres pe ie ee Prete sssprerceititsy cr A hw CAL A CALE ARCLIY UM preatwere
Tidung.

Ditetapkan di /Tideng Pale
pada tanggaV31 Desember 2020
BUPATI TANA TIDUNG,WA

YYW
/ H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRET DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 51



LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 51 TAHUN 2020
TANGGAL 31 Desember 2020

PENEYAPAN DAN PERHITUNGAN PAGU ANGGAFAN ALOKASI DANA CESA (ADD)
KABUP.ATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2021
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Kontrol Penghitungan Bobot
Pagu Dana Besa Kabupaten Tana Tidung §3,753,177,800 yp 5%Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Tana Tidung 53,753,177,800 19M 5%Pagu Panghasilan Tetap Aparatur Dasa

11,406,428,160 Ww 5%Pagu ADO setelah di kurang| Penghasilan Tetep Aparatur Desa 42,346,749,640 KG a5
Pagu Alokasi Dana Desa

42,346,743,640Total Pagu Alokasi Dasar (60%} 25,408,049,784‘Total Pagu Bagian Formula (40%) 16,938,695,856
Pagu Bagian Formula (40%) 16,938,699,856


